PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPT PUSKESMAS KUALA
DENGAN
RSUD.DR.RM.DJOELHAM BINJAI
TENTANG

FASILITAS RUJUKAN PASIEN TINGKAT LANJUT
Nomor: 440-687/1/UP/Pusk/111/2018

Nomor: {19 - 298Y
Pada hari ini Sabtu Tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh dan

antara:

1. UPT Puskesmas Kuala berkedudukan di Gajah Mada No. 70 Kuala Kec. Kuala, dalam
hal ini di wakili oleh Mintaria,S.Kep, Selaku Ka.Puskesmas oleh dan karena itu sah
bertindak untuk dan atas nama UPT Puskesmas Kuala tersebut diatas selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

2. Dr. SUGIANTO,Sp OG Selaku Direktur yang berkedudukan di RSUD. DR R.M.
DJOELHAM BINJAI untuk Selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut Para
Pihak dan masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk menandatangani perjanjian dengan

syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFENISI DAN PENGERTIAN
1. Rumah Sakit adalah institute pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan lanjutan secara paripurna baik pelayanan rawat inap,rawat jalan dan gawat
darurat serta pemeriksaan penunjang diagnostik.
2. Pasien adalah orang yang mendapatkan layanan kesehatan dan memerlukan asuhan medis

di Puskesmas PIHAK PERTAMA, dan atau rumah sakit PIHAK KEDUA.
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3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yng selanjutnya disingkat (FKTL) adalah pelayanan
medic spesialistik baik rawat jalan maupun rawat inap.

4. Rujukan antara pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) adalah rujukan
pasien untuk perawatan lanjutan ataupun pemeriksaan penunjang diagnostic dari satu
rumabh sakit ke rumah sakit yang lain oleh karena keterbatasan fasilitas pelayanan pada
Rumah Sakit perujuk.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam penyediaan layanan kesehatan bagi
peserta jaminan kesehatan Nasional (JKN), Asuransi serta Pasien umum dengan syarat dan
ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini untuk mensukseskan program rujukan bertingkat
dan berjenjang baik dalam merujuk pasien maupun pemeriksaan diagnostik.

Pasal 3
PROSEDUR PELAYANAN
PIHAK KEDUA
1. Memberikan pelayanan 24 jam untuk pelayanan Emergensi.
2. Memberikan pelayanan Spesialistik dan Subspesialistik Rawat Inap dan Rawat Jalan
3. Menerima pasien rujukan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan indikasi rujukan
tindak lanjut
4. Menerima surat rujukan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Tanpa mengesampingkan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, PARA
PIHAK, sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:
1. HAK PIHAK KEDUA mendapatkan informasi dan penangananan keluhan terkait
dengan pelayanan rujukan.
2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
2.1 Memberikan pelayanan Spesialistik dan subspesialistik rawat inap dan rawat
jalan sesuai ketersediaan PIHAK PERTAMA
2.2 Menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana PIHAK PERTAMA
termasuk ketersediaan jumlah tempat tidur rawat inap baik perawatan biasa
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(umum) dan perawatan khusus (intensive) dan jadwal poli spesialis serta
fasilitas pemeriksaan diagnostik (penunjang).

2.3 Mengembalikan pasien kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang
berlaku sebagai Program Rujuk Balik.

3. HAK PIHAK KEDUA
1. Mendapatkan informasi tentang sarana dan prasaranan PIHAK PERTAMA
termasuk ketersediaan jumlah tempat tidur rawat inap baik perawatan biasa
(umum) dan khusus (insentive), jadwal poli spesialis dan fasilitas pemeriksaan
diagnostik.
2. Menerima pelayanan untuk rujukan lanjutan Spesialistik dan Subspesialistik

4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1. Menyediakan petugas sebagai tenaga informasi dan penanganan keluhan terkait
dengan pelayanan rujukan.
2. Memberikan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan melengkapi seluruh data
dan berkas berkaitan dengan proses rujukan.

Pasal 5
KERESPONDENSI
1. Setiap surat menyurat atau pemberitahuan atau korespondensi atau komunikasi
yang berhubungan dengan perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh
masing-masing Pihak dengan menggunakan pos tercatat atau melalui perusahaan
ekspedisi kurir atau kurir intern atau faksimile atau email dari masing-masing
pihak kepada pejabat dan alamat yang tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

UPT.PUSKESMAS KUALA

JIn. Gajah Mada No. 70 Kuala Kec. Kuala
PIC  :SURIANI BR TELAUMBENUA
No. HP : 081361667302
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PIHAK KEDUA
RSUD.DR.RM.DJOELHAM BINJAI
J1. S. Hasanuddin No.9 Binjai

Telp :061-8821372 v
Email : rsuddjoelhambinjai@gmail.com
PIC : Dr. SUGIANTO. SpOG
Jabatan : Direktur

2. Setiap perubahan alamat surat menyurat dari salah satu pihak harus disampaikan
kepada pihak lainnya paling lambat 14 ( Empat Belas) hari sejak efektif
perubahan tersebut belaku.

3. Setiap pemberitahuan dan/atau kemunikasi ke alamat atau nomor faksimili
tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini, dianggap telah diterima dan disampaikan :

a. Pada hari yang sama apabila diserhkan langsung dan dapat dibuktikan dengan
tanda terima yang jelas.

b. Pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim per pos

c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksmili (dalam hal dengan
faksimili harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan
secara langsung atau dengan surat tercatat, akan tetapi tidak diterimanya
penegasan tersebut tidak mengurangi keabsahan sari pemberitahuan yang
telah nyata dilakukan dengan faksimili tersebut)

Pasal 6
MASA BERLAKU PERJANJIAN
Perjanjian kerjasama ini sah dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah
pihak dan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 10 Maret 2018 sampai 10
Maret 2020 .

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat perbedaan persepsi,perbedaan penafsiran
dalam pelaksanaan ketentuan dan syarat yang ada dalam perjanjian kerjasama ini,maka

kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan
terlebih dahulu.
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Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut force majeure) adalah
suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan.kesalahan atau kekuasaan KEDUA
BELAH PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaml tidak dapat
melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan
ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam,banjir,wabah, perang ( yang
dinyatakan maupun tidak dinyatakan) pemberontakan, huru hara, pemogokan
umum,kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung
terhadap perjanjian ini.

2. Dalam hal ini terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang
untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK
yang terkena Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling
lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure yang
dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan
adanya Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib
mengupayakan dengan sabaik baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya
sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure
berakhir.

Dengan perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan di tandatangani oleh Para Pihak yang
mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta disimpan 1 (Satu) berkas untuk masing-masing

pihak.
DITETAPKAN DI BINJAI
PADA TANGGAL 10 .4 aret2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KEPALA PUSKESMAS KUALA

DAERAH Dr.R.M DJOELHAM BINJAI

Dr SUGIA;NTO SpOG
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